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ABSTRACT
Panwaslih Aceh mulai terbentuk pada pilkada serentak Tahun 2017
dengan mekanisme perekrutan diusulkan oleh tim panja DPRA  komisi Idengan 
berpedoman pada Pasal 60  undang-undang  Nomor:  11 Tahun 2006 tentang 
pemerintahan Aceh. Panwaslih Aceh lembaga yang bersifat add hoc (sementara) 
dan independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih jauh dengan nilai 
Independensi. 
Tujuan  penelitian  yaituuntuk menjelaskan proses  rekrutmen  Panwaslih
Aceh dalam pengawasan Pilkada dan menganalisis independensi proses rekrutmen 
Panwaslih Aceh di dalam Penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi 
Aceh.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu  penelitian  lapangan
(primer)  dan  penelitian  kepustakaan  (sekunder).  Penelitian lapangan dilakukan 
untuk memperoleh data primer yang dilakukan  dengan  wawancara  langsung 
dengan pihak informan  dan observasi partisipan. Sedangkan  penelitian
kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder  berdasarkan  buku-buku, jurnal,
website dan bacaan yang terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  proses rekrutmen anggota 
Panwaslih Aceh dilakukan  dengan membentuk tim  seleksi (timsel)  oleh panja 
DPRA. Kemudian nama-nama  anggota  yang lolos seleksi diserahkan timsel 
kepada panja  komisi I  DPRA,  yang kemudian nama-  nama anggota tersebut 
diusulkan oleh panja  DPRA untuk dijadikan sebagai  anggota  Panwaslih Aceh. Di 
dalam proses rekrutmen anggota  Panwaslih Aceh belum sesuai  dengan nilai 
indpendensi atau masih adanya intervensi dari segi ek sternal. Maka dapat 
disimpulkan  bahwa  Panwaslih Aceh  diberi wewenang sebagai lembaga  yang 
mandiri atau independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih adanya  campur 
tangan DPRA atau dapat dikatakan tidak independen. 
Diharapkan kepada pihak eksekutif, legislatif serta lembaga  yang terkait 
lainnya, pada pilkada selanjutnya untuk sama -sama saling menjaga  netralitas dan 
independensi disetiap lembaga yang  terbentuk. Terutama lembaga yang berkaitan 
dengan proses Penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Aceh, seperti KIP dan 
Panwaslih Aceh,  harus sesuai koridor  tanpa adanya intervensi. Juga harus adanya 
revisi terhadap UUPA mengenai pembentukan Penyelenggara Pilkada yang dapat 
menurukan nilai independen, demokrasi, netralitas dan timbulnya konflik. 
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